e

Menimbaing R

Méng‘if;gétj o

SALINAN |

'BUPATI AK'ARANGANYAR" v,
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 1 TAHUN 2020
- TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

DENGANRAHM_AT_ TUHAN YANG'MAHA ESA

" BUPATI KARANGANYAR, __f'“

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1)’{“

,Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retnbu51 Daerah perlu. menetapkan Peraturan Daerah-j, .

L

tentang Retnbum Pelaydnan Tera/’ ’I‘era Ulang,

‘ Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk .
' Indonesia Tahun 1945; - | e
. 'UndangeUnda.ng No'mqr‘- 13 Tahun 1950 tve'n‘taing:!r-

Pembentukan'.'_ Daerah- daerah - Kabupéten' : dalam -

: -_ngkungan Provinsi Jawa ’l‘ongah,

_ Legal (Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Tahun 1981'1.-__‘ h

70 PR A

. Undang-Undang Nomor 2 lahun 1981 tentang Metrolog,r" |

" Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Repubhk_* B
’Indones1a Nomor 3193), . '

. Undang—Undang Nomor. & ’lqhun 1981 tentang . Hukum"-i ,

Acara Pldana (Lembaran Ncgara Repubhk lndonemaf
Tahun 1981 Nomor 76, ’I‘ambahan Lembaran Negarar‘f

o Repubhk Indonesxa Nomor ’3209)

.»Undang—Undang Nomor 8 Tahuﬁ 11999 téritéhg

Perllndungan Konsumen (I .embaran Negara Repubhkf

Indon(,sxa 'I‘ahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaranj

f Negara Repubhk Indonesm Nomor 3821),
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S serta Syarat syarat bag1 AIat-aiat Ukur Takar szbang,_' Peran

Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pa_]ak
Daerah dan Retnbum Daerah (Lembaran Negara Repubhk I .
”"::In donesxa Tahun 2 0 09 Nomor 1 3 0 Tambahan Lembaran s
- Negara Repubhk Indonesza Nomor 5049), REN S o
"‘Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang': L
;,»Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Repuhhk :
Indone51a Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaranl: s L
Negara Repubhk Indone51a Nomor 5087) sebagalmana;} .
*_'telah dlubah beberapa kah,v terakh1r dengan'f o
| Undang Undang Nomor9 'I‘ahun 2015 tentang Perubahan I
,Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014’:' :

: tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara" :

T Repubhk Indonesm Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan::v
'Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 5679) ’ B
- 'Undang-Undang Nomor | 30 Tahun 2014 tentang"f:}’
.Adm1nlstra31 Pemerlntahan (Lembaran Negara Repubhk_:,_ f:.bf
Indones1a Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran "
‘Negara Repubhk Indones1a Nomor 5601), o e
. Peraturan Pemermtah Nomor 2 'I‘ahun 1985 tentang Wa_]lb'”], '

R .il,dan Pembebasan untuk Dltera dan/ atau Ditera. Ulang, v

dan Perlengkapannya N {Lembaran Negara Republlkg;*:z

S 'Indonema Tahun 1985 Nomor 4 Tambahan Lembaran:

R ‘:Negara Repubhk Indone51a Nomor 3283)

- 10.
| " standar Nasmnal untuk Satuan Ukur (Lembaran Negara .
Repubhk Indone51a Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan}_;l_ffv :
- .} f}:}v‘ Lembaran Negara Repubhk Indone&a Nomor 3388), : IR
'Pengeloldan Keuangan Daerah (Lembaran Negara,_} - o
Repubhk Ind‘oneSIa Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan '

Peraturan Pemermtah Nomor 2 Tahun 1989 tentang",

Peraturan Pemermtah Nomor 12 Tahun 2019 tentang}

. :_}Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor 6322), R



12 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16':;';’
- 7 -- Sf__’I‘ahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan:’:_:
o '1..:_:':Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran:,"if._? i i
| v- “ B :"Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, -
-f._”jTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar_-:7;"“’;-"’;‘:. :
:_'}'f,f.Nomor 67), sebagalmana telah dlubah dengan Peraturanf_ﬂ,“: ,’
;‘Daerah Kabupaten Karanganyar Nomm 22 Tahun 2019:“”{‘»":" o
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten" :
}»#Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang;»;f,:"t;f‘:""“-
’ L v‘Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten |
I Karangaqyar {Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar'_f :
i B Tahun 2019 Nomor 22 Tambahan Lembaran Daerah{;1,'”--.:,5;’_-?_'":,j '5‘;

:Kabupaten Karanganyal‘ NOll‘lOI' 113)» SEEES

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
S dan i e
'" 1.f‘é_UPAfTﬁiﬂ.K_ARANGAN?A,’R*.A :':T‘i '. PR

"~ Menetapkan . : PERATURAN DAERAH FENTANG RDTRIBUSI PELAYANAN;,-} S

L ’TERA /ThRA ULANG

el
KETENTUAN UMUM

Sl Pasa;l R 5
;""Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan | AT
. }’1 Daerah adalah Kabupaten Karanganyar RN
2 5 2. Bupatl adalah Bupatl Ixaranganyar P AT
3 Pemermtah Daerah adalah Bupat1 sebagau unsur

» ‘ : '3'}’:.'Q";Penyelenggara Pemermtahan- Daerah yang memlmplnf;j S

" “".‘:,;-,;gpelaksanaan urusan pemermtahan yang menjad1 A

L v».’fjf}kewenangan Daerah yang otonom




S tanda tanda tera sah atau tanda tera batal yang oerlaku RO

'Oleh penera berdasarkan hasﬂ pengujlan yang dljalankan o E

BN atas alat alat ukur takar tlmbang, dan perlengkapannya;. - e

e sebagalmana dlmaksud dalam Undang,-UndarvT Nomor 2

.-,Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerah yang selanjutnya,‘j
=z d1s1ngkat DPRD adalah Dewan Perwakxlan Rakyat Daeraha; .{ : TR
';_Kabupaten K’lranganyar | R -
.-"‘Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupau dan'

‘} DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemermtahan yang‘ 1 ‘:,' SRR
menjadl kewenangan Daerah o e
“Retrlbus" Daerah ‘yang selanjutnya dlsebut Retnbusr'"' |
adalah Pungutan daerah sebaga1 pembayaran atas Jasa: .

':'atau pembenan 1z1n tertentu yang khusus dlsedlakan’-: : |
,‘.»fdan/atau dlberlkan oleh Pemermtah Daerah untuk_ .{':‘   R
.kepentmgan orang pr1bad1 atau badan | ‘ _ |
.v:Jasa Umum adalah Jasa yang dlsedlakan atau d1ber1kan

oleh Pemermtah Daerqh untuk tUjuan kepentmgan danfl*: ) o
"':!kemaniaatan umum serta dapat dlnlkmatx OIeh orang.} ~
";.‘pnbadl atau badan o A B
. -'T era adalah hal menandal dengan tanda tera sah atau tera;‘b . |

- batal yang berlaku atau | membenkan:f e '
];."keterangan keteréngan tertuhs Yang bertanda tera sah :
’atau tera batal yang berlaku dﬂal;ukan oleh penerav.}‘};'}-»v’-' ‘ R
:,»”}-;berdasarkan hasﬂ pengujlan yang dl_]alankan atas —
. “_alat~alat ukur takar txmbdng, dan perlengkapannya yan g
':»belum d1paka1  - Vﬁ SR RIS TR S

Tera Ulang ddalah hal mcnandax berkala dengan:g'_:_,

‘atau memberlkan keterangan keterangan tertuhs yang o

e bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dﬂakukan’f B

 yang telah di tera. e
- 10. Alat- alat Ukur Takar Tlmbang,/dan Perlengkapannya R
‘5;:;:; yang selanjutnya dxsmgkat UTTP adalah alat—alat} R

. ’I‘ahun 1981 tentang Metrolog1 Legal



11 Barang Dalam Keadaan Terbungkus Yang Selanjutnyaf,’f’
yang dlmasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk I
o | ‘mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel} :

o ;,kemasan yang kuantxtasnya telah dltentukan dan_- ;'

vf dlslngkat BDKT adalah barang atau komodxtas tertentuf c

"’j-dlnyatakan pada label sebelum d1edarkan dljual

L ) ‘dxtawarkan atau dlpamerkan

menurut : raturan pemndang undangan Retr1bu31

S v‘»dlwajlbkan untuk melakukan pembaYaran Retr1bus1

memanfaatkan’ Jasa dan _ Penzlnan Tertentu dariﬂ PR

:-WaJ1b Retr1bus1 adalah orang pr1bad1 atau badan yangi_'{r__’f;",  -

- :' ””\‘;J'{‘termasuk pemungut atau pemotong Retrlbusx tertentu
18

:Masa Retrlbu31 adalah suatu Jangka waktu tertentu yangs ] "
o 'merupakan batas waktu bagx Wajlb Retrlbusx untuk':-.f';_. -

- :Pemermtah Daerah yang bersangkutan B

14,7 ‘
penghlmpunan data : obJek dan subjek Retnbusx

penentuan besamya Retr1bus1 yang terutang sampal',‘g:

iPemungutan adalah suatu rangkaxan keg1atan mula1 dan'z R

vkeg1atan penaglhan RPtrlbUSI kepada Wa_ub Retnbu31 .
SO ‘x;u’it{"fserta pengawasan penyetorannya o »
© 15,

Surat Ketetapan Retrlbusa Daerah yang selanjutnya_} | 3 o
o "dlsmgkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan‘},-}‘ : L

i,besa nya Retnbum yang terutang

16
| R d1smgkat SSRD adalah buktl | pembayaran atauv ;
f}i‘penyetoran Retr1bus1 yang telah dllakukan denganvf“ .
N wmenggunakan formuhr atau telah d1lakukan dengan cara . E '

lain ke kas daerah melalul tempat pembayaran yang -

Surat Setoran Retrzbus1 Daerah yang selanjutnya ;

; '»*:'v,'d1tunjuk oleh Bupat1

L dlslngkat STRD adalah surat untuk melakukan taglhan:' f

».v.i;-f_dan/ atau denda o

Surat ’i‘aglhan Retrlbusx Daerah yang selanjutnya'» R

}’ '::,""_3Retr1bu31 dan/atau sanks1 adm1n1stra31 berupa bunga_ f.f; .
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Surat Ketetapan RCtI‘lbUSl Daerah Leb1h Bayar yang?
selanjutnya d1smgkat SKRDLB adalah surat ketetapan
Retribusi  yang menentukan‘ Jumlah ~ kelebihan

pembayaran Retnbus: karena Jurnlah kred1t Retribusi

~ lebih besar danpada Retrlbum vang terutang atau ‘tidak "

19.

seharusnya terutang. . (

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekonmg tempat
penylmpanan uang daerah yang dltentukan oleh Bupau
untu;c menampung seluruh penerlmaan Daerah dan

membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang. )

) dltetapkan

 20.

o 21'

oo,

‘Penera adalah Pegawax Negen Sxpll yang d1ber1 tugas
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.

Pengawasan adalah serangkaian _kegxatan untﬁk

memastikan UTTP, BDKT, Barang Bukan BDKT,

dan satuan ukuran sesuai ketentuan peraturan
perundang- uﬁdangan | '

Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang
merupakan kesatuan baik  yang ~melakukan “usaha

maupun yang tldak melakukan usaha yang meliputi

: perseroan terbatas, perseroan komandlter, perseroan

23

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Dacrah (BUMD) dengan nama dan dalam
bcrﬁtﬁk_ apa pun, :ﬁfma',' kong}s}vi, koperasi, dana pensiun,
pers’ékﬁtueiﬁ, p¢rl<umpulan; yayasan, orgéﬁisasi' massa,
orgaqisaéi sosial p‘oli’tik atau'orgénisaéi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lamnya termasuk kontrak 1nvestasx '
kolekt1f dan bentuk usaha tetap '

Hari adalah hari kerja



S BABII DN
NAMA OBJEK SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

v Dengan nama Retrxbus1 Pelayanan Tera/ Tera Ulang dlpungut'q"? o
:’ Retr1busx atas pelayanan pengupan UTTP dan pengujian :
. BDKT Yang dlwajlbkan sesua1 dengan ketentuan pelaturan,}] o

p perundang-undanga*l DR

Pasal 3

= Objek RetrlbUbl pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :
A pelayanan pengupan UT'i‘P dan ST . |
b, pengujlan BDKT yang dlwa_ubkan | sesual déﬁgan',{‘f'

. o ketentuan peraturan perundang undangan

Pasal 4

B Subjek Retnbusx pelayanan Tera/Tera Ulang adaiah orang N
o vpnbadl atau badan yang memperoleh pelayanan ’I‘era/Tera -

- .Ulang

Pasal 5

- ‘,7‘:;‘(1) Wajlb RetnbuSI pelaYanan Tera/Tera Ulang merupakan‘ R |
’ subjek Retrlbum sebagalmana chmaksud dalam Pasal 4
yang memperoleh pelayanan Tera/’i‘era Ulang dam o

| Pemermtah Daerah dan wapb melakukan pembayaran o

Retrlbu31 termasuk pemungut atau pemotong RCtI‘lbU.Sl i

(2) UT’I‘P yang khusus dlperuntukkan atau dlpakal untuk"v 3

keperluan rumah tangga dlbebaskan darx 'I‘era/Tera” ,
v BAB IH :
GOLONGAN RDTRIBUSI
. R Pasai 6 , |
Retnbusx pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan a |

Retr1bu31 Jasa Umum SO



- BAB IV R N
’CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

) Pasal 7

 1'*’.";f‘:jv."T1ngkat penggunaan MJasa pelayanan Tera/Tera Ulang,

f' ;,jd1h1tung berdasarkan tmgkat kesuhtan karakterlstzk Jems SR

‘kapaSItaS dan pcrdlatan pcngupan yang dlgunakan

DS A X s .::‘:f"'BABV s
o PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
. pan BESARNYA TARIF RE’I‘RIBUSI

- ';?1”, Pasal 8

(1) Pr1ns1p dan sasaran dalam penetapan struktur dan‘f ST

pengendahan atas pelayanan tersebut

besarnya tanf Retnbusz pelayanan Tera/Tera Ulang SRR
dengan memperhatlkan b1aya ‘ penyedlaan ‘jasa, -

kemampuan masyarakat aspek keadllan dan efektmtas'f;:_{‘:_;{; S

: (2) Blaya sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1), mellputi R

b blaja bunga dan

c b1aya modal

- _’,f",f(3) Dalam hal penetapan tanf sepenuhnyd memperhahkan’"t_f:;j.vf}-',:

menutup sebagxan b1aya . SRRt

T e BABVI T
STRUK i‘UR DAN BESAQNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- “,.'f:_Struktur dan besarnya tarlf Retrlbusx pelayanan Tera/ ’I‘crai‘.-;,:"»; I

a biaya operasmnal dan pemehharaan DI R T

blaya penyedlaan Jasa penetapan tar1f hanya untuk:."j:‘_ o

Ulang sebagalmana tercantum dalam , Lamplran yang”'t‘:t':;"'

_merupakan bag1an t1dak terplsahkan dan Peraturan Daerah. e




'BAB VII
PENYESUAIAN ’I‘ARIF RFTRIBUSI

Pasal 10
(1) Tarlf Retnbum pelayanan Tera/Tera Ulang sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 9 d1t1njau kembali paling lama 3

(tlga) tahun sekah

- (2) Peninjauan - tarif Retrxbu81 pelayanan Tera/Tera Ulang o

sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dllakukan dengan
memperhatlkan mdeks harga ‘,dan pertumbuhan
perekonomian. | S o
" (8) Ketentuan lebih lanjut mengena1 penetapan tarif RetribuSI ‘
| pelayanan Tera/Tera Ulang Sebagalmana dlmaksud pada o

ayat (2) dlatur dengan Peraturan Bupat1

 BABVII
WILAYAH PEMUNGUTAN

‘ . Pasal 1 1 . ,
Retnbusu pelayanan Tera/ ’I‘era Ulang yang terutang dlpungut :
a ch wxlayah Daerah

BABIX
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

» Pasal 12
Masa Retrlbu31 pelayanan Tera/Tera Ulang sesuai denganv

. Jangka waktu pelayanan Tera/'I‘era Ulang yang diberikan.

Pasal 13
| 'Retr1bus1 terutang dalam masa Retribusi terjach pada saat
~ diterbitkan SKRD. |
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|  BABX | S
TATA CARA PEMUNGU’I‘AN DAN PENENTUAN PEMBAYARAN =

Baigiém ‘A’Ke s'a’tﬁ |

 Tata ‘Car_a Pemungutén ".

o ) Paeal 14 - | |
(1) Retmbum yang terutang dlpungut dengan menggunakan_ .
B - SKRD atau dokumen lain yang dlpersamakan ,
(2) Dokumen laln yang dlpersamakan sebagalmana dlmaksud‘ -
pada ayat(l) dapat berupa kar01s kupon dan/ atau kartu
langganan '
(3) Sebelum SKRD sebaga1mana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan, Pemerintah Daerah mcmbt;ntahukan subjek
" Retribusi untﬁk merriper'siapkan pembayaran Retribusi.’
| (4) Pemungutan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
| dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan kemetrologlan

Pasal 15 ,
‘Ketentuan leblh lanjut mengena1 tata cara pelaksanaan
pemungutan Retrlbusx pelayanan Tera/Tera Ulang
"“sebagalmana dimaksud dalam Pasal 14 dlatur dengan

Peraturan Bupat1

~ Bagian Kedua

" Pemanfaatan

| Pasal 16 |

(1) Pemanfaatan dari ‘penerimaan Retribusi pelayénan :
’ Tera/Tera Ulang dlalokamkan untuk mendana1 kegiatan
. yang berkaitan langsung dengan ' penyelcnggaraan .

‘pelayanan Tera/ Tera Ulang yang bersangkutan

. ’(2)» »Ketentuan , .mengen'ay teknis  alokasi dan rincian '

‘ Vpemanfaatan Retribu31 sebagaxmana dlmaksud pada
. ayat (1) dlatur oleh Bupau ' '
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Bagxan Ketlga

Penentuan Pembayaran :

o . Pasal 17
(1) Pembayaran Retnbum dilakukan secara tunai /lunas
(2) Wajib Retnbusl yang Amelaku‘kan pembayaran Retrxbusi
. '»sebag‘airhana 'dim‘aksu‘d‘pada vayat (1) diberikan SSRD.
(3) Setiap }p‘e‘mbayaran “Retribusi sebagaitﬁana dimaksud
- pada ayat (2) dlcatat dalam pembukuan
(4) Pembukuan . sebagalmana dlmaksud pada ayat (3)

’ d]lakukan secara manual dan /atau elektronik.

 BABXI
TEMPAT PDMBAYARAN

_ , ~Pasal 18]' o

(1) Pembayaran Retnbus1 pelayanan Tera/Tera Ulang
dllakukan melalul L - ' ' ”
‘a. Rexemng Kas Umum Daelah atau
b. di tempat lain yang dltun_yuk Bupau sesuai waktu yang

ditentukan. ' o

(2) Dalam hal pembayaran Retmbu31 dxlakukan di tempat lain
yang ditunjuk Bupatl sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, maka ‘hasil penerlmaan Retrlbusa Daerah
~harus disetor ke Rekemng Kas Umum Daerah palmg

lambat set1ap akhir H’m penerlmaan

BAB XII v
ANGSURAN ATAU PDNUNDAAN PEMBAYARAN '

, Pasal 19
(1) Wa_]lb Retrlbum dapat mengajukan permohonan tertuhs' .

- mengena1 angsuran “atau penundaan pembayaran'

" Retribusi kepada Bupatl
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(2) Angsuian atau penundaan pembayaran Retribusi
: sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) dxberlkan oleh
Bupati berdasarkan alasan dan bukt1 yang dapat
dlpertanggung]awabkan o 3 _

(3) Permohonan tertulis sebagalmana dxmaksud pada ayat (1)

| dxsampalkan kepada Bupatl pahng 1ambat7 (tujuh) IIam

terh1tung setelah - SKRD atau dokumen lain  yang

dlpersamakan diterima Wa_]xb Retribusi. - o

'(4) Ketentuan 1eb1h lanjut mengenai angsuran atau

penundaan pembayaran Rc{ubusx sebagaxmana chmaksud

pada ayat (1} diatur deng’an Peraturan Bupatl. .

BAB XIII
PENAGIHA\J RETRIBUSI

Bagxan Kesatu : |
Surdt Taglhan Retrxbum

Pasal 20

(1) Dalam hal Wapb Retrxbus; txdak membayar tepat pada

| waktunya atau kurang membayar du{enakan sanks1
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua . persen)‘
set1ap bulan dar1 Retnbusx yang terutang dan d1tag1h» .
dengan menggunakan STRD. | o

(2] STRD. sebagalmana dxmaksud pada ayat (1) dltetapkan -
oleh Bupatl . : '

Baglan Kedua

Tata Cara Penaglhan :

| | Pasal 21
| (1) Penaglhan Retmbu&u pelayanan Tera/ Tera Ulang terutang o
~ sebagaimana dxmaksud dalam Pasal 20 menggunakan
" STRD didahUiﬁi dehgan surat teguran. - "
(2) Surat teguran sebagaunana dxmaksud pada ayat (1)
diberikan 1 (satu) kah dalam Jangka waktu pahng lama 3

(tlga) I-Ian '



(3) SKRD atau dokumen lam yang dlpersamakan dan S’I‘RD o

yang menyebabkan Jumlah Retnbum yang harus dlbayar .

bertambah merupakan dasar penaglhan Retr1bus1 dan =

| _"harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh)

Hari terhntung seJ jak tanggal dxterbltkan

BABXIV -
, »KEB’ERATAN,

o Pasal 22 , |
(1) Waij Retnbusn dapat mengajukan keberatan kepada' |
Bupat1 atas SKRD atau dolxumen lain yang dlpersarnakan
(2 Keberatan sebaga1mana dlmaksud ‘pada ayat (1) diajukan .
| secara tertuhs dalam bahasa Indones1a dengan disertai o
alasan yangJelas v ' N |
»(3) Keberatan harus dlajukan dalam Jangka waktu pahng
.lama 3 (uga) bulan terhltung sejak tanggal SKRD atau.
- dokumen lain yang dlpex samakan diterbitkan, kef‘uah Jll{a :
"wa_ub Retrlbu31 dapat menunjukkan bahwa Jangka waktu
itu tldak dapat d1penuh1 kavrevna lieadaan. di luar -

kekuasaannya

(4) Pengajuan keberatan | 'tidak " ‘menunda kewéjiban ’

_ membayar Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang dan

pelaksanaan penaglhan Retr1bus1

Pasal 23

E (1) Bupan dalam Jangka waktu palmg lama 6 (enam) bulan |

terhltung sejak tang gal surat keberatan diterima, wajib o

| memben Jawaban te*tuhs atas keberatan yang dxajukan |
. 2) Jawabaq tertuhs sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) -
| dxtetapkan dengan Keputusan Bupat1 o |
- (3) Keputusan Bupat1 sebaganmana dxmaksud pada ayat (2) )
terdiri dari: | o | |
a. menﬂnma seluruhnya atau sebaglan
b menolak atau o B ‘
c. menambah ’oesarnya Retubusx pelayanan Tera/Tera |

o Ulang yang terutang
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A Apabxla jangka waktu Sebagalmana dlmaksud ‘pada

ayat (1) telah lewat dan Bupau tldak memben suatu

keputusan keberatan yang dxajukan tersebut dlanggap_
dlkabulkan . -

" BABXV o

PEMBETULAN PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN,

DAN PBNGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI .
ADMINIS’IRATIF

o . Pasal24 .
(1) t)aiaih hal terdapati ST
| a.. kesalahan tuh:; |
b. kesalahan hltung, dan/atau o
- ¢. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam
v' peraturan perundang-undangan Retnbusx Daerah .
Bupat1 dapat memperbalkl SKRD atau dokumen lain yang
‘ dlpersamakan, - STRD, ‘atau SKRDLB berdasarkan
. }‘):e'rmoho'ﬁan-da_ri W'ajib Retribusi. '
(2) Bupati dapat R |
a. mengurangkan ?v | atau» B menghapuskan” - sanksi
vadmlmstrauf berupa bunga denda dan kendlkan' .
- Retribusi yang terutang menurut peraturan
- perundang-undangan Retribusi. Daorah dalam hal
~ ‘sanksi tersebut dlkenakan karena kekhilafan Wapbv
Retribusi atau bukan karena kesalahannya; o
b. mengurangkan atau membatalkan SKRD atau
‘ dokumen lain - yang dlpersamakan STRD, atau
‘v SKRDLB yang tidak benar .
c. "mengurangkan atau membatalkan STRD
d.‘ membatalkan hasd pemerlksaan atau ketetapan
‘.','Retr1bu31 yang dllaksanakan atau diterbitkan t1dak_ :
. sesuai dengan tata cara yang dltentukan dan
€. v‘mengurangkan; E ketetapan Retrxbus1 temtangj
~ berdasarkan pertini‘b'ari'ge‘tn ' kemampuan membayar

Wajib Retribusi.

K
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E (3) Ketcntuan lebih lanjut mcngenai tata cara pengurangan =
atau penghapusan sanksi admmxstratlf dan pengurangan SRR

atau pembatalan ketetapan Retrxbus1 sebagaimana

d1maksud pada ayat (2) chatur dengan Peraturan Bupatx

|  BABXVI o
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

‘Pa sal 25 .

. (1) Dalam hdl terJadl keleblhan pembayaran Retnbum Wa_]lb

Retribusi dapat mengajukan secara tertuhs permohonan K

| pengemballan kelebihan pembayaran kepada Bupati.

: (2) Bupau dalam Jangka waktu palmg lama 6 (enam) bulan
terhltung sejak dltenmanya permohonan pengembahan
sebagannana dlmaksud pada ayat (1) wajib membemkan

| keputusan ’ .

| (3) Dalam hal Bupa’u tidak memberlkan keputusan dalam

Jangka waktu sebagaxrnam dnnaksud pada ayat (2),
perm_o_honan penqcmbahan kclebxhan pembayaran
Retribusi dianggap dikabulkan. |
4) Dalam 'hal permohonan dianggép dikabulkan ~
sebagalmana dlmaksud pada- ayat (’3) maka SKRDLB
harus d1terb1tkan dalam_ Jangka waktu pahng lama 1 (satu)
~bulan. - ' | )

(5) Dalam hal Wa_]lb Retr1bu31 mempunyax utang Retrlbusn,

‘vkeleblhan pembayaran Retnbus; lainnya sebagaimana ..

'dimaksud pada ayat (1) 1angsung diperhitungkan untuk o "

meluna31 terleblh dahulu utang Retnbusx tersebut

(6) Pengembalian kclebxhan pembayaran Ret_ribu"si

| sebagmmana dimaksud' ‘pada 'ayat (1) dikembalikan -

kepada wapb Retribusi pahng lama 2 (dua) bulan terhxtung o
sejak dlterbztkan SKRDLB ' T '
{7) Apablla pengembahan kelebxhan pembayaran Retnbusr '} '
 dilakukan setelah lewat _]angka waktu 2 (dua) bulan sejak
» d1terb1tkannya SKRDLB, Bupat1 memberikan imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas

 keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
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~ (8) Ketentuan lebih lanj’ut:mengenéi tata cara pengembalian
~ kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) d1atur dengan Peraturan Bupat1
- BAB XVII
o PENGURL\NGAN KERINGANAN DAN PEMBDBASAN
'  RETRIBUSI

Pasal 26
() Bupan dapat memberlkan _
a. pengurangan dan/atqu kennganan atau
- b pembebasan } , |
| Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang yang dltetapkan
dengan Keputusan Bupati. ’ -
,(2) Pengurangan  dan/ atau kermganan Retribuéi
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dlbemkan N
- dengan melihat kemampudn Wajib Retribusi.
(3) Pembebasan Retrlbu31 sebagalmana dlmaksud pada
' ayat (1) huruf b, dlberlkan kepada Wajlb Retrxbus1 dengan
- melihat kond131 objek Retrlbum }
| (4) Ketentuan Ieblh lanJut mengenax tata cara pemberlan
Ca pengurangan dan/atau kcrmganan dan
b pembebasan, .
Retnbum pelayanan ’I‘era/Tera Ulang sebagaimana

dlmaksud pada ayat (1) dlatur dengan Peraturan Bupat1

~ BAB XVII B
KEDALUWARSA PENAGIHAN

| Pasal 27 |
(1) Hak untuk melakukan penagxhan Retnbum menjad1
Kedaluwarsa sctelah ‘melampaui Jangka waktu 3 (tiga)
: tahun terhltung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali
 apabila wajib Retrlbu51 melakukan tmdak pldana di

bldang Retr1bu31



S (2) Kedaluwarsa penaglhdn Retnbusx sebagaumana d1maksud R

pada a}’at (1) tertangguh apablla

a dlterbltkan surat teguran, dan/ atau

b ada pengakuan utang Retnbum dan Wajlb Retnbusx" .   ;.“‘ ' -

balk langsung maupun tldak langsung

»3 (3) Dalam hal dxterbxtkan surat teguran sebagalmana"{-

dlmaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penag1han‘ fv" L o

dlhltung seje ak tanggal dxterxmanya surat teguran tersebut. R

E (4) Pengakuan utang RGtI‘lbUSl secara langsung sebagalmqna L

; ‘:v.',vi,.b.-dxmaksud pada dyat (2} huruf b adalah Wajlb Retfibusl

,_.s-,-";i;-'dengan kesadarannya menyatakan mas1h mempunyal»ﬂ L

o ,..:_utang Retr1bus1 danv belum fmelunasmya kepa da -

o Pemermtah Daerah

':"v'(5) Pengakuan utang Retmbum secara tldak laﬁgsuﬁgf‘i S

,:.vv,,.sebagalmana dxmakoud pada ayat (2) huruf b dapat' R

"‘dxketahm dan pengajuan permohonan angsuran atau

An _WaJlb RetrlbUSl T

BAB XiX

':PENGHAPUSAN PIU’I ANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSAL T

Pasal 28

o _y‘:(l) Plutang Retnbusx yang tldak mungkm dztag1h lagz karena

hak untuk melakukan Penaglhan Sudah ke daluwarsa"v B
dapat chhapuskan : S v : R

. _} (2) Penghapusan plutang Retr1bus1 yang sudah kedaluwarsa R

sebaga1mana dxmaksud pada ayat (1), d1tetapkan dengan »}: .

Keputusan Bupat;

. '(3) Ketentuan leb1h lanJuL mengenax tata cara penghapusan;g o

plutang, Retr lbUSl yang Sudah kedaluwarsa d1atu1 dengan 3

Peraturan Bupat1 o



18

- BABXX -
INQENTIF PEMUNGUTAN

o Pasal 29
(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan
Retr1bus1 pelayanan ‘Tera/Tera Ulang dapat d1ber1 mscntlf
~atas dasar pencapaxan kinerja tertentu |
' (2) Pembenan 1nsent1f sebagalmana dxmaksud pada ayat (l)
d1tetapkan melahn Anggaran Pendapatan dan Belanja
: Daerah N S ._ ‘
{3) Ketentuan lebih Iéinjut’ ﬁiengeriéi' tata cara pembeiian
. dan pemanfaatan msenuf sebagalmana dlmaksud pada
:»ayat 1(1) “diatur dengan ‘Peraturan Bupat1 dengan E
berpedoman - pada ketentuan  peraturan

. 1perundang-undangan

: " BABXXI §
PAR'I‘IS]PA%I MASYARAKAT

| Pasal 80 , L
(1) f)alaﬁi‘? v» hal penentuan tarif, Pemérintafi Daerah
mehbatkan partlslpa31 masyarakat : o
(2) Peran akuf pengawasan ydn 24 dllakukan oleh masyarakat

dxwujudkan dalam  bentuk penyampalan 1nforrna81 '

dan / atau pengaduan kepada Pemerlntah Daerah.

. BAB xxn
o PT‘MBINAAN DAN PI“NGAWASAN

v . I Pasal 31
(1) Pemermtah Daerah waij melakukan pembmaan ‘dan
penoawasan terhadap pelaksanaan Retribusi pelayanan
Tera/Tera Ulang kepada produsen/penyedla UTTP dan -
pedagang/ pengguna U’I'I‘P ; ' |
(2) Da!am pernbmaan dan pengawasan, Pemenntah Daerah

mellbatkan peran serta masyaral*at
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(3) Pelaksanaan pembmaan dan pengawasan SeDagalmana'-" o

dlmaksud pada ayat ( 1) berkoordmas1 dengan Perangkat' -

| Daerah terkalt S v
(4) Ketentuan Ieb1h lanjut mengenal

pengawasan sebagalmana dxmaksud pada ayat (1) dlatur B
dengan Peraturan Bupat1 N ‘

BAB XXIII |
PEN YIDIKAN

Pdsal 32

(1 )Pejabat Pegawa1 Negerl Slpll tertentu d1 hngkungan b:

pembmaan dan': .

- Pemermtah Daerab d1ber1 wewenang khusus Sebagal e

peny1d1k untuk melakukan penyldxkan tmdak p1dana‘ B
dlbldang Retnbum Daerah ' o |

(2) Peny1d1k sebagaxmana dlmaksud pada ayat {1) adalah.—_

Pe_]abat Pegawal Negen Szpﬂ tertentu di . hngkungan;: _. ,: ::; _?. o
Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang

, berwenang sesua1 » dengan ketentuan ' peraturan_i,;

perundang—undangan

(3 Wewenang Peny1d1k spbagalmana dunaksud pada ayat (1) Lo

sebagal berlkut

a. menerlma . mencau mcnghmpulkan dan meneht1

keterangan atau Idporan berkenaan dengan tlndak

pldana di b1dang Retrlbugx agar keterangan atau o

laporan tersebut lebzh 1engkap dan Jelas, -

b. rnenehu mencarl, dan mengumpulkan keterangan o

rnengeneu orang prlbad1 atau Badan tentang kebenaran R

perbuatan yang dllalxukan sehubungan dengan tmdak SR

pidana Retr1bu31 TR .
c. memmta keterangan dan barang buktl dar1 orang

pr1bad1 atau Badan sehubungan dengan tmdak pldana :' E

di bldang Retrlbusu, = S R

S berkenaan dengan tlndak pldana di bldang Retrlbu%l

‘ di‘mememksa buku catatan dan v dokumcn lam‘,’_ s



'}»"e._jmelakukan -peng‘geledahén} untuk mendapatkan
barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen
| _Iam serta melakukan peny'taaq terhadap barang buktl .

| tersebut : ' - o
£ _mermnta bantuan ténaga ahli ‘dalam fangké

= pelaksanaan tugas penyldxkan tmdak pldana di
.bxdang Retribusi; , , '

g. menyuruh berhentl dan/atau melarang sesemancr
'memnggall'an ruangan atau tempat padd saat
'_pemenksaan sedang bcrlangsung dan memenksa
‘1dent1tas orang, bendd, dan/atau dokumen yang
dibawa sebagalmana dlmaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang. berkaltan dengan tmdak
‘pidana di bidang Retnbum,

1. :memanggll orang untuk dldengar keterangannya dan
| dlperlksa sebaga1 tersangka atau sak31,

je ‘menghentlkan peny1d1kan dan/atau |

k. melakukan tmdakan lam yang perlu untuk kelancaran
peny;dlkan tindak p1dana di bidang Retribusi sesual_‘ -
" dengan l-ftetentt-la'n pefaﬁ_lfan perundang-undangan.

(4) Penyidik Sebagaimanav "dimak'sud pada ayat (1),
‘memberxtahukan ‘dimulainya - penyldzkan : dan‘
- menyampaikan hasﬂ penyldlkannya kepada Penuntut
'Umum melalul Peny1cl1k Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesua1_ dcngan : ketentuan . peraturan

perundang—undangan.

 BABXXIV.
- KETENTUAN PIDANA

~ Pasal33
(1) Wa_ub Retnbu31 yang txdak melaksanal'an kewa_ubannya
membayar ketentuan Retribusi sebaga1mana dimaksud
‘dalam Pasal 9, sehmgga merugikan keuangan Daerah
diancam dcngan pldana kurungan palmg lama 3 (tiga) '
" bulan - atau pldana clenda palmg banyak 3 (tiga) kali

. Jumlah Rctrlbu51 terutang yang tldak atau kurang dlbayax
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(2) Denda sebagalmana dxmaksud pada ayat (1) merupakan .
penemmaan Negara = ; :

COBABXXV.
'KETENTUAN PENUTUP

, ‘Pasal 34
Peraturan Da;rah' | .ini' rriulai : ,be"rlaku . pada 'ténggal-
‘diundangkan, - L o |

Agar setiap  orang ni'engétahuihya, ﬁlemerintahkan "
- pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

- Ditetapkan di Kax.‘anganyar ‘
~ pada tanggal 26 Desember 2019
' BUPATI KARANGANYAR,

f ttd.
- JULIYATMONO

- 'Diundan'gikar‘l di Karanganyar‘ o
- pada tanggal 30 Jum 2020 |
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
Cttd.

, SUTARN O , x
'LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 1
'NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
}PROVINSI JAWA TENGAH: (1-82/ 2020) ’

' nganéslinya’-
ERAH
INGANYAR -




PENJELASAN

| - ATAS o

K PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
) NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG e e T

RE’I‘RIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

?:ﬂf»PeIaksanaan metrologl legal berupa 'I‘era Tera Ulang, dan

fpengawasan berdasarkan ketentuan Lamplran huruf DD Undang Undang'['ﬂ-" o

e j;b‘;‘:;'_'Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagazmana telah'}:.‘f’-’k o

'vf‘,.‘ftentang Perubahan Kedua atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 o

g | Kabupaten /Kota d1 bldang perdagangan

" diubah beberapa keli terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 - B
tentang Pernermtahan Daerah merupakan kewenangan Pemenntah; o

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang Undang’:j R

B Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retr1bu31 Daerah Rx.tnbusx S |

: pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan golongan dalam Retnbum Jasa B

ﬂt’;-'Umum Berdasarkan pertlmbangan tersebut dalam rangka membenkan:"-.f_":_‘ L

standar1saS1 dan perhndungan kepada konsumen serta memberlkan,;ﬁj

"v_*,f"i;;..-}Jamman dalam - kebenaran pengukuran dan kepastian hukum dalam -

_.:..f‘f‘;f'_.pemakalan satuan ukuran standar satuan rnetoda pengukuran UFI‘P dan o

"“"fi',f"’pengupan BDKT Pemeuntah Daerah berhak untuk menyelenggarakan | S

pelayanan Tera/Tera Ulang dan membentuk Peraturan Daerah yang

Ll ."'jfmengatur mengenai pengenaan Retrlbum pelayanan Tera ’I‘era Ulang

""",;‘Dengan adanya kewenangan bag1 Pemermtah Daerah untuk

L ,;menetapkan Peraturan Daerah tentang Retr1bu31 Pelayanan Tera/’l era"

'?-47’_.}‘,}‘Uiang, dlharapkan Pemermtah Daerah khususnya Kabupaten Karanganyar .

mampu memngkatkan Pendapatan Ash Daerah yang menjadx salah satu"“ o L

- sumber pendapatan d1 Dae1 ah yang berasal da11 Retr1busx

:,a Ketentuan Umum o E EVR UL S
b Nama Sub}ek Ob_]ek dan Waj1b Retrlbu31
| - e Golongan Retr1bu31, g :j:. - e S

o d Cara Mengukur ngkat Penggunaan Jasa -

. Secara umum pembentukan Peraturan Daerah 1n1 memuat ruang' e

hngkup yang dxsusun secara terstruktur dan °1stematls sebagal berlkut R



IL

- qq ,3_"’ o

N
. .

SsrEsEcenen o

23

.':'Pr1n31p dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya gTarxf

Retribusi;

'Struktur dan Besarnya 'I‘anf Retnbubl,

Penyesuaian Tarif Retnbum,

.-Wilayah Pemungutan, )
‘Masa dan Saat Retnbu& Texutang,

. ._Tata Cara Pemungutan dan Penentuan Pembayaran -

Tempat Pembayaran,

‘Angsuran atau Penundaan Pembavaran

,Penaglhan RetI‘lbUSI B

:Keberatan, | ‘ |
.5-Pembetulan Pembam an Pa,ngm angan Ketetapan dan Penghapusan
atau Pengurangan Sanks1 Admlmstramf B

Pengembahan Kelebihan Pembayaran,

Pengurangan Kermganan dan Pembebasan Retr1bus1

' ‘Kedaluwarsa Penagxhan, ‘

Penghapusan qutan0 I\c‘tubuu yang I(cdaluwarsa

Inséntif Pemungutan;

. -.,Partlslpasx Masyarakat;
Pembmaan dan Pengawasan
. _'Penyldlkan

'v'Ketentuan P1dana dan

_Ketentuan Penutup

l PASAL DEMI PASAL

B Pasal 1

:,} | Pasal 2

" Pasal 5.

| Pasal 3

- Pasal 4

Cukup Jelas. ‘
Cukup je}as.
Cukup Jelas.
Cukup _]evlas.

Cukup Jelas.

B Pasal 6

Cukup Jelas. ’
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. ‘v-:f'-,Pasal 7

Pasal 11

o Cukup Jelas

. b_'v,_Pasa18 '

' Cukupjelas.

: __'.Pasa19_

- Cukup jelas.

i -""Pa'vsal 10

 Ayat(l) |

. Cukup jelas.
Ayat (2) | o ‘

- Yang dxmaksud dengan “mdeks harga “adalah mdeks harga

~ konsumen. ‘ e
Ayat @
' Cukup Jelas

R Cukup jelas.
' "__'Pasa} 12 |
- Cukup jelas.

~ Pasal13

B ;'-_Pasai 15

Do Cukup Jelas. ‘
'_' ‘.-V'Pasal 14
N Cukup Jelas.

| 'Culiupjelas.
o Pasal 16
o Cukup jelas.
‘f ‘;,,‘.‘Pasal 17
Cukup Jelas. |
| "-.‘Pasal 18
.rAyat(l) o
Huruf a _
S Cukup Jelas
. Hurufb o i
Yang dimaksud dengan “tempat lain” adalah pembayaran
‘Retribusi pada mobil keliling. -
Ayt @) B |
‘ Cukup Jelas B
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“',Pasal 19

 Pasal2o

- Ayat ( 1)

' Cukup Jelas |
Ayat(2) ' , A : -
' Yang diméksud dengan “buku . yang dapat
d1pertanggung;awabkan” adalah bukti dukung yang disertakan

oleh Wapb Retr1bu81 pada saat mengajukan permohonan dan
dapat d1ter1ma oleh Bupau '

Ayat (3) |
e Cukup jelas.
.'::,‘;‘:Ayf:l‘f‘("r) ' ‘ L

S Cukup jelas. . =

e - Cukup jelas.
3 ‘-Pasal 21
Ayat (1)
. Yang dlmaksud dengan “surat teguran” merupakan surat
permgatan terhadap o elénggaran ' peraturan
REEE perundang~undangan | R - B
Ayat (1) ,
. Cukup Jelas.
Ayat (3) N
Cukupjelas.
. Pasal 22
o Ayat O |
,} Cukup Jelas.
Ayat 2
: | Cukup Jelas.
fi-Ayat 3) o |
) Yang dxmaksud dengan “keadaan dlludr kekuasaannya” adalah
~ suatu keadaan yang terjadz d1 luar kehendak atau kekuasaan
. Wajib Retribusi. | |
- -Ayat (@)
o B Cukup jelas.
L Pasal 23 ,
Cukup Jelas



o I‘iPésaI 24
< .. Cukup jelés.
 Pasal2s
" Cukupjelas.
R 'Paéal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
o :'Clikiipjelas.-
 Pasal28
, _ . Cukup jelas.
 Pasal29
. .Cukup jelas.
- Pasal30
E .- . Cukup jelaié.
~ Pasal 3t
: Cukup jelas.
. Pasal32
~ Cukup jelas.
- Pasal 33
e Cukup jelas.
~ Pasal34
P i:f,,Cuk%up jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 118



LAMPIRAN

" PERATURAN DAERAH KAB
NOMOR 3 TARASRAR ] UPATEN KARANGANYAR
TENTANG |

RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF -
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

TARIF
o . RN S J TERA TERA ULANG
N ' JENIS - : . . |SATUAN |
. : . : . . L . o KANTOR |TMPT PAKA! |KANTOR / LUAR T‘MP’I‘ PAKAI
S (Rp) {Rp) KANTOR (Rp) - {Rp)
A |UTTP -
| 1. UKURAN PANJANG
{ Meter Kayu, Ban Ukur, Depth Tape) » :

42 IKapasitas sampaidenganIm - ’ ~| buah — 3,000 13,000 4,000 14,000
_Ib. |Lebih dari 1 m sampai dengan 2m . buah 10,000 17,500 15:000 20,000
¢._|Lebih dari 2 m sampai dengan10m - - ‘| buah 15,000 22,500 | - 20,000 25,000
d. {Lebih dan 10 m sampai dengan 20 m : " | buah ~ 20,000 27.500 25.000 30'000
- {e. |Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m - ‘ I buah 25,000 32,500 30”000 35:000
g f. [Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m buah 30,000 37,500 35,000 40,000
g. [Lebih dari 40 m sampai dengan S50 m ) buah 35,000 - 42,500 | - 40,000 45,000
‘th. |Lebih dari 50 m o buah _ 40,000 47,500 45,000 50,000
2. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUCLI - -
a. |Mekanik : - buah 100,000 300,000 | - 100,000 300,000
b. Elektromk . : ) - buah 150,000 400,000 150,000 400,000

- [3. ME'PER TAKSI O : : buah 60,000 70,000 60,000 70,000

4. ME’I‘ER PARKIR : ) buah . 60,000 - : 60,000

5. TAKARAN (BASAH/KERING] . S
12 {Kapasitas sampai dengan 2} : : huah S00 3 - 5,000 500 5,000
b. |Lebih dari 2 L sampai dengan 251 . buah 1,000 5,500 1,000 5,500
‘| c. |Lebih dari 251 - buah - 5,000 10,000 5,000 10,000
. 16. TANGKI UKUR GERAK :
a._|Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak . : ) . - N
1 |Kapasitas sampai dengan 5 kl i : buah 110,000 120,000 - 110,000 120,000
2 [Lebih dari 5 kl sampai dengan 10 ki . : “buah 170,000 | - 180,000 170,000 180,000
3 |Lebih dari 10 kl sampai dehgan 15 k1 buah 250,000 250,000 250,000 260,000
4 |Lebih dari 15kl - buah 300,000 300,000 300,000 310,000
-| Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua Kompartemen atau .- : : - : :
lebih setiap kompartemen dihitung satu alat ukur
7. TANGKI UKUR TETAP SILINDER TEGAK BAHAN BAKAR
a, Bentuk Silinder Tegak : .

-| 1 |Kapasitas sampai 500 kl : . - buah - 200,000 - . 225,000
2 [Lebih dari 500 k! sampai 1000 kl - { ‘buah - - : 300,000 - ~ 375,000
3_|Lebih dari 1.000 kl sampai 2.000 kl : buah - 450,000 - i 575.000
4 |Lebih dari 2.000 k1 sampai 5.000 ki buah - : 600,000 - . 675.000
S [Lebih dari 5.000 ¥} sampaj 10.000 ki - : - Huah - 750,000 - 825,000
6 |Lebih dari 10.000 ki sampai 50.000 ki ] buah - 1,500,000 - 1,500,000
7 |Lebih dari 50.000 k! sampai 100.000 ki : ~ | _buah - 3,000,000 - 3,000,000
8. |Lebik dari 100,000 ki - buah - 5,000,000 | - - 5,000,000

" 18. Timbangan Otomatis

a. Timbangan Ban Berjalan ) : : .
1) Kapasitas sampai dengan 100 ton/jam ' : : buah - 400,000 - - 400,000
2) Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/;am ) buah - - - §50,000 - 550,000
3) Lebth dan 500 ton/jam - buah - 650,000 . - : 650,000
9, ANAK TIMBANGAN
Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3} : : :
1) Kapasitas sampai dengan [ kg ) buah 300 300 500 1,500
2) Lebih dari 1 kg sampai dengan S kg ' buah S00 500 1,000 2,000
3} Lebih dari § kg sampai dengan 50 kg -}- buah ~ - 1,500 1,500 2,500 3,500

" Ib. |Ketelitian biasa (kelas F2 dan Ml ) - -

1) Kapasitas sampai dengan L kg - |- buah 1,000 1,000 2.000 3,009
2) Lebih dari 1 kg sampaidengan S ke - ~_buah 1,500 1,500 2,500 3,500

: 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan S0 kg ' huah - 5,000 7,500 7,500 11.000
¢. |Ketelitian biasa (kelas E2 dan Fl) : :

" |1) Kapasitas sampai dengan [ kg : K - bhuah 20,000 35,000 25,000 40,000
2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg - _ buah 25,000 45,000 30,000 45,000
3) Lebih dari 5 kg sampai dengan S0 kg - buah 30,000 55,000 35,000 60,900
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. 110. TIMBANGAN BUKAN OTOMATIS
a. |Elektronik (kelas Il dan 1111} . : i : ; .
L_{1} Kapasitas sampai dengan 25 kg ' : i :
2) Lebih darj 25 kg sampal dengan 150 kg : ll;::: g;/,goo o 21500 27500
3] Lebih dari 150 kg s : . . 000 40,000 30,000 40,000
g sampai dengan 500 kg buah 35,000 45,000 35,000 45,00
:}1 '1:0 Elh dari 500 kg sampaj dengan 1.000 kg buah 50,000 60.000 50,000 60’003
ebih dari 1.000 k . » : : :
|5 [Elektronik (ielas 1T) -4 - buah 100,000 130,000 ‘ 100,000 130,000
omis sl — e am ol
¢._|Elektronik {kelas I} o 9, : ‘70,000 60,000 { - 70,000
;; :(:lzis:::l sla::;pa{ dengan 1 ka - ) buah 125,000 135,000 125,000 135,000
buah 150,000 160,000 150,000 ~_ 160,000
d. |Pegas - ) ~ — .
.11} Kapasitas sampai dengan 25 kg - S buah 6,500 16,500 10,000 20,000
- (Q:L;‘:lzlh dari 25 kg . ‘ — huah- 10,000 20,000 20,000 | - - 30,000
1) Kapasitas sampai dengan 500 kg : : . buah 20,000 30,000 30,000 | - 40,000
2] Lebih dari 500 kg bhuah 25,000 35,000 40,000 - 50,000
f. |Neraca : : buah | 10,000 20,000 15,000 45,000
g, [Dacin - ) : : ;
1) Kapasitas sampai dengan 25 kg buah 1,5G0 15,000 2,500 20,000
2) Lebih dari 25 kg : - ~_buah - 2,500 17,500 - 5,000 ~ 25,000
h. |Sentisimal . . . i
1) Kapasitas sampai dengan 150 kg - buah 7,500 20,000 | - - 15,000 - 30,000
2] Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg : buah 8,000 22,500 20,000 35,000
3) Lebih dari 500 kg . : - buah 15,000 30,000 - 30,000 - 60,000
i. {Desimal,Milisimal ) : Luah 8,000 25,000 20,000 35,000
j. _{Bobot Ingsut - i B . .
-11) Kapasitas sampai dengan 25 kg - huah 6,500 16,500 ’ 15,000 25,000
2! Lebih dari 25 kg sampai demzan 500 kg : : buah 7,500 17,500 i - 17,500 27,500
3j Lebih dari S00 kg . - : buah - 11,500 21,500 - 20,000 30,000
k. |Meja Beranger buah ) 1,500 11,500 : - 5,000 15,000
1. {Timbangan Jembatan - : C : ) .
1) Kapasitas sampai dengan 50 ton . : - buah - 1,000,000 - 1,000,000
2) I.ebih dari 50 ton . - : buah - 1,500,000 ) - 1,500.000
11{Meter Kadar Air
1} Untuk biji- bulan tidak mcngandung minyak, setiap bush |° 25,600 .35'000 ] ss000| .
komoditi 45,000
2) Untuk kayu dan komoditi lain, setiap - - | .y 50,000 [ 60000 70000 80,000
komoditi i i : :
|3) Untuk biji-bijian mengandung minyak, buah |~ 40,000 50,000 60,000 70,000
kapas dan tekstil, setiap komoditi A
12 [Pompa Ukur Bahan Bzkar Minyak . .
Untuk Setiap Pesawat/Nozzle : - - huah . - 100,000 - " 100,000
13. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas [BBG] dan Elpux untuk } ‘buah | ) 100,000 . - . . 100,000
setiap badan ukur - A i - :
14. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK
Meter Arus Bahan Bakar Mmyak dan Produk terkaut
a. [Meter Induk
Untuk setiap media uji » .
1]Kapasitas sampai dengan 25 m3/jam - - bhuah |- - 175,000 - - 175,000
2iLebih dari 25 m3/iam sampai dengan 100 m3/jam . buah - 575,000 .- - 575,000
3)Lebih dari 100 m3/jam sampai dcn.:,-m 500 m3/J1m uah - 1,950,000 : - 1,950,000
4jLebih dan 500 m3/jam - buah’ - 2.600.000 - : 2.600.000
b. |Meter Kerja : . . .
Untuk setiap media uji : : : : i . i
1)Kapasitas sampai dengan 25 m3/jam : ) __buah -~ 100,000 125,000 100,000 125.000
2)Lebih dari 25 m3/jam sampai dengan 100 mS/Jam ) buah 350,060 400,000 350,000 400,000
3)Lebih dari 100 m3/jam sampai denpan 500 mSIJam buah 1,250,000 1,350,000 1,250,000 | 1,350,000
4jLebih dan 500 m3/jam . - : huah 1,750,000 1,850,000 : 1,750,000 1,850,000
I . 15. ALAT UKUR GAS
! . . {Meter Induk . :
L : ] 1) Kapasitas sampai dcngan 100 m3ljam - ] huah - - 280,000 - . 250,000
. 2) Lebih dari 100 m3/jam sampai dengan S00m3/jam - buah - - 450,000 - . 450.000
5 3) Lebih dari 500 m3/jam smgg_.i_dc_hganl.ooo m3/jam buah - 600,000 . - 600,000
l 4) Lebih dari 1.000 m3/jam sampai denLnQ 000 m3[Jam buah - 750,000 - 750,000
5) Lebih dari 2.000 m3/]am S buah - 1,000,000 - : 1.000,000
t b, Meter Kerja : - : ~ i :
t 1) Kapasitas sampai dengan 100 m3/jam buah - 150,000 - : 150,00¢
2) Lebih dari 100 m3/jam sampai dengan 500 m3/jam Huah - 250,000 - . 250,000
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3] Lebih dari 500 m3/jam sampai denganl.000 m3/jam buah . 350,000 - 350,000
4) Lebih dari 1.000 m3/jam sampai dengan2.000 m3/jam buah - - - 450,000 - 450,000
S) Lebih dari 2.000 m3/jam ~_buah - . 750,000 . . 750:000
c. Meter gas orifice dan sejenisnya [ merupakan satu system) buah . - 300,600 - 300,000
d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuii tersendiril buah . 75,000 - 75,000
16. Meter Air '
a. |Meter Induk . ) .
1) Kapasitas sampai dengan 15 m3/jam buah - 100,000 120,000 100,000 175,000
2) Lebih dari 15 m3/jam sampai derggan 100 m3/jam buah 150,000 170,000 150,000 275,000
13} Lebih dari 100 m3/jam buah 200,000 220,000 200,000 325,000
b. {Meter Kerja
1} Kapasitas sampai dengan 10 m3/jam buah 2,500 4,000 5,000 7,500
2) Lebih dari 10 m3/jam sampai dengan 100 m_bam buah 10,000 - 12,000 15,000 17,500
3] Lebih dan 100 ms_g__m - buah 25,000 27,500 50,000 55,000
{17, MET‘ER CAIRAN MINUM SELAIN AIR
a. |Meter Induk : .
_ 11) Kapasitas sampai dengan 15 m3/jam buah - 125,000 - 125,000
_|2) Lebih dari 15 m3/jam sampai dengan 100 m3/jam buah - - "~ 175,000 - 175,000
3) Lebih dari 100 m3/jam buah - 225,000 - 225,000
b. |Meter Kerja - . : .
1) Kapasitas sampai dengan 15 m3/jam : -buah - 27,500 - 27,500
2) Lebih dari 15 m3/jam sampai dengan 109 mSIJam huah - 37.500 - 37,500
3) Lebih dari 100 m3/jam bualy - 75,000 - 75,000
19. METER ARUS LISTRIK {Meter kWh)
a. |Kelas 0,2 atau kurang :
1} 1 {satu) phasa buah 60,000 70,000 60,000 70,000
2) 3 (tiga) phasa ‘buah 20,000 30,000 20,000 30,000
b. {Kelas 0,5 atau kelas 1 : :
1} 1 (satu) phasa buah 7,500 8,500 7,500 8,500
2) 3 ltiga) phasa buah 2,500 3,500 2,500 3,500
¢c. | Kelas 2 : : .
: - 11) 1 {satu) phasa buah 4,500 5,500 4,500 5.500
2) 3 (tiga) phasa buah 1,500 2,500 1,500 2,500
JENIS | SATUAN TARIF
KANTOR (Rp) TEMPAT PAKAI (Rp)
Biaya Pengujian
1) Selain UTTP tersebut pada huruf A_gka 1
sampai dengan 19, Atau benda. /barang bukan - “buah 10,000 20,000
UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian :
dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari
jam dihitung 1 jam
2) BDRT - o=
pJ;-.gu iian dilakukan perjenis BDKT per isi buaiy 25.000 23,000
nominal untuk tiap Jam, baman dari jam

dxhltunz 1 Jam
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